BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Menimbang

a.

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa untuk menjamin kepastian hukum, transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui
pengeluaran kas daerah mendahului penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
sesuai Ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan dalam hal penetapan APBD
mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan
pengeluaran setiap bulan paling  tinggi sebesar
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya, dan pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya
untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa belum ditetapkannya peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2026 dan terdapat pengeluaran
bersifat sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan
yang bersifat mengikat dan wajib dalam rangka kelancaran
tugas-tugas Pemerintahan Daerabh;

bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala
Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan
peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum
pelaksanaan pengeluaran kas mendahului penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi  Otonom Irian  Barat Dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2097);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupatenintan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah Dbeberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Delapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 No. 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11.A Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 11.A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 11.A Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2020 Nomor 30);
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32. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2024
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Intan
Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1
2.

w

(1)

)

©)

Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenagan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Intan Jaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum
Daerah.

BAB I
PENGELUARAN KAS

Pasal 2

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk

menjamin keberlangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melakukan pengeluaran

kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai

keperluan mendesak sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja.../7
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b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti
belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai, antara lain:

1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil termasuk tambahan penghasilannya;

2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD
serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa, antara lain:

Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi;

Belanja Penyediaan Sumber Daya Air,

Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik;

Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;

Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor;

Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas; dan

Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala.

C. Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan yang harus segera
dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan
prioritas daerah antara lain dalam rangka percepatan penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2026.

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk

belanja sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;

b. Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit,
Puskesmas;

NOOREWDN
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c. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (utang/kewajiban
daerah); dan

d. Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan
bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang
tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 4

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulan
setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran
2025 yaitu Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari Rp
1.612.513.898.676,43 (satu triliun enam ratus dua belas milyar lima ratus tiga
belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh
enam koma empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan
Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi
perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(20 Bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu
mencatat seluruh aktivitas belanja/pengeluaran mendahului penetapan
APBD ke dalam buku kas umum berdasarkan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD).

Pasal 6

Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan APBD
Tahun Anggaran 2025 tetap melaksanakan penatausahaan dalam rangka
merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran
2026, sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Tahun
Anggaran 2026 dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan anggaran sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati
ini menjadi bagian pengeluaran daerah dalam Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan dan berakhir pada tanggal
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya

Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 1

i dengan aslinya
AGIAN HUKUM,"

A SUPULAYUK
323 201004 1001



